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ABSTRACT

SYSTEM FILING MANAGEMENT IN ORDER TO INCREASE IN PUBLIC
SERVICE OFFICE THE MALUKU SOUTH EAST DISTRICT WEST

Frangkly Marthen Luturmas
mtbpertanahan@yahoo.co.id

Gradute Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to determine and obtain an explanation of the management of the
Archives in the land administration system, and discover the factors that influence the
occurrence of problems of land administration archival management system at the District
Land Office West Southeast Maluku. Research concepts used by the author in this study is
to use the concept of descriptive qualitative approach. Data collection techniques used
were observation, interviews and documentation. The steps in analyzing the data is the use
of techniques of data collection, data reduction, data- presentation, and conclusions. The
results of this study indicate that in general the management of Archives On Land Office
West Southeast Maluku District has not been run in accordance with the standards and
regulations for filing this can be seen from: (1) The condition map analog that is no longer
maintained even there it is damaged due to not a good storage place. Then land book,
measurement certificate as a result of the product of land services that produces a rich
archive land book and letters measuring system structuring archives irregular, lay
everywhere with poor conditions there are even some books of land scattered or lost ( 2)
In archival storage or archiving of documents, do not use some of the system, the system
of the alphabet, numbers, subjects, (3) for depreciation and Destruction of records has not
been run in accordance with the existing procedures ranging from assessment records,
retention schedule, Displacement, Submission archives, Culling. There are several steps
are skipped as retention schedule, (4) Management of Archives still hampered due to lack
of funds budgeted, the facilities used to support the activities of less, so the records
management process to be blocked. It also found the factors that influence and system of
records management in Office of West Southeast Maluku District as not adequate facilities
where space archives small imposed to accommodate the archives of the land book,
measurement certificate, in large volume, absence of employees who have positions
funsional as arsiparsi, a security system that has not been so good, the allocation of funds

in DIPA office specifically for archive handling has not been so significant. Going
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forward as a recommendation to overcome these obstacles, namely: Extra Budget at DIPA
2017 or the current year for the provision of archival (expansion of the archival building,
the provision of cabinets and others), the use of facilities and infrastructure to the
maximum, optimize employee eligible for the post of the field of archives, archives
frequently cleaned to avoid damage, do the destruction of records that are not used

anymore so there is no buildup.

Key words: System Archival Management, Improving Public Service, Land Office of
West Southeast Maluku District
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SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Frangkly Marthen Luturmas
mtbpertanahan@yahoo.co.id

Program Pasca Satjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh penjelasan tentang
pengelolaan kearsipan dalam sistem administasi pertanahan, dan menemukan faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah administrasi pertanahan yang diakibatkan
dari ketidakteraturannya sistem pengelolaan kearsipan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat serta dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap pelayanan publik.
Konsep penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam menganalisis data
adalah menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan
Kearsipan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum berjalan sesuai
dengan standar dan peraturan-peraturan tentang kearsipan hal ini dapat dilibat dari: (1)
Kondisi peta analog yang sudah tidak terawat lagi bahkan ada sudah rusak dikarenakan tidak
disimpan pada tempat penyimpanan yang baik, kemudian warkah, buku tanah, surat ukur
Sertipikat sebagai hasil dari produk pelayanan pertanahan yang mengahasilkan arsip warkah,
buku tanah dan surat ukur yang sistem penataan arsipnya tidak teratur, tergeletak dimana-

mana dengan kondisi yang buruk bahkan ada beberapa buku tanah yang tercecer bahkan
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hilang. (2) Dalam penyimpanan arsip atau pengarsipan dokumen, tidak menggunakan
beberapa system, yaitu system abjad, nomor, subjek. (3) Untuk penyusutan dan Pemusnahan
arsip belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari penilaian arsip ,Jadwal
retensi, Pemindahan , Penyerahan arsip, Pemusnahana, ada beberapa tahapan yang dilewati
seperti Jadwal retensi. (4) Pengelolaan Arsip masih terhambat karena kurangnya dana yang
dianggarkan, maka fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan kearsipanpun kurang,
sehingga proses pengelolaan arsip menjadi terhambat. Selain itu juga ditemui faktor-faktor
yang mempengaruhi dan memperhambat sistem pengelolaan arsip pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti tidak didukungnnya fasilitas yang memadai
dimana ruangan arsip berukuran kecil yang dipaksakan menampung arsip-arsip buku tanah,
surat ukur, warkah dalam volume yang besar, tidak terdapatnya pegawai yang memiliki
jabatan funsional sebagai arsiparsi, sistem keamanan yang belum begitu baik, alokasi dana
didalam DIPA kantor khususnya untuk penanganan arsip belum begitu signifikan,
Kedepannya sebagai bahan rekomendasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu
: mengajuka penambahan Anggaran pada DIPA tahun 2017 atau tahun berjalan untuk
pengadaan fasilitas kearsipan (perluasan gedung arsip, pengadaan lemari dan lain-lain),
pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal, mengoptimalkan pegawai yang layak
untuk jabatan bidang kearsipan, arsip sering dibersihkan agar terhindar dari kerusakan,
melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai lagi sehingga tidak terjadi

penumpukan.

Kata kunci: Sistem Pengelolaan Kearsipan, Peningkatan Pelayanan. Publik, Kantor
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
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BABIV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITTIAN
A.1 Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi
Maluku sebagai lembaga yang strategis dalam kedudukannya sebagai lembaga Vertikal
dengan induk organisasi Kementerian Agraria dan Tata Rung/Badan Pertanahan
Nasional yang menempatkan posisi sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah, oleh
karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pegawai yang ada dalam Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini untuk melaksanakan tugasnya, agar pelayanan
kepada masyarakat bidang pertanahan dapat berjalan dengan prima.  Sesuai
kedudukannya, maka tugas keadministrasian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat adalah merupakan pelayanan publik, dimana dalam pemerintahan saat ini
adalah menekankan pentingnya “good government” dalam suatu sistem pengelolaan
kearsipan, sehingga dapa;t memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip

akuntabilitas instansi.

1. Dasar Hukum Pembentukan
a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria Pasal 1 sampai 15 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043);

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 51




b)
c)

d)

g)

h)

i)

42996.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomer 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor § Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanaban

Nasional.
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2. Visi, Misi dan Tujuan

a)

b)

Visi

Sebagai bagian dari Kementerian Agrari dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional maka Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat adalah “Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan
pertanahan berkualitas yang mampu mendorong peran serta
masyarakat”. Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi tersebut,
maka penyelenggaraan pengelolaan pertanahan di Provinsi Maluku
khsusnya pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilaksanakan
dengan memperhatikan pengembangan wilayah yang berdasarkan pada
pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam
pengembangan pengelolaan pertanahan perlu mempertimbangkan
keterkaitan antara pembangunan pedesaan, perkotaan, wilayah
tertinggal, daerah perbatasan dan wilayah potensial lainnya dengan
tetap memperhatikan penataan ruang, pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya alam serta lingkungan serta peran serta masyarakat.

Misi

Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah:
"Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan
pertanahan untuk :

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber
baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan

2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih

berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan
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pengguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
(P4T);

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa,
konflik dan perkara di kemudian hari;

4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya
pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber
kesejahteraan masyarakat;

5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi
rakyat secara luas.

3. Tujuan
Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah
mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Secara operasional, tujuan BPN-RI yang dilaksanakan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai
berikut:

e Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan
memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara
cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh
wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi

tinggi serta rawan masalah pertanahan;
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Melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
pertanahan secara cepat, teliti dan professional

Meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan
kesejangan sosial serta pemantapan tahanan pangan

Meningkatkan tatanan hidup bersama terkait dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang
terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan mayarakat.

Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi masyarakat
luas.

Menata, mengendalikan P4T dan mengokohkan keadilan agraria,
mengurangi kemiskinan serta membuka lapangan kerja melalui
Program Pembaruan Agraria Nasional;

Mengurangi secara signifikan jumlah konflik, sengketa dan perkara
pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara
pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan/pelayanan pertanahan;
Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana kerja di Kantor
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit di
lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih
berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap

menjaga kepastian hukum.
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4. Personel, Pembiayaan,
Personel Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai Akhir
Desember 2015 mempunyai personel/pegawai sebanyak 22 orang, secara rinci

jumlah personil adalah sebagai berikut :

Tabel.4
Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel. 5
Menurut Tingkat Pendidikan

(S umber : dd?a kepegawaié;t Kar;;;h KabMT B) o
5. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dibiayai dari dana-dana yang bersumber dari

APBN (DIPA), maupun yang bersumber dari Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP).
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A.2 Deskripisi Struktur Oraganisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Yang Membidangi Kearsipan

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah instansi vertikal

dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di

Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Agraria dan Tata Raung/Kepala BPN melaiui Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku,

yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1)

2)

3

4)

5)

6)

7)

%)

9

Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan
tugas pertanahan;

Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi
tanah,

Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan
pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah
tertentu;

Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah,
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat;

Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;

Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

Pengelolaan  Sistem Informasi Manajemen Pertanahan  Nasional

(SIMTANAS);
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10)Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,

pemerintah dan swasta;

11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;

13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,

perundang-undangan serta pelayanan pertanahan,

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan khsusnya yang membidangi bagian

kearsipan dan penyelenggaraan menajemen administrasi perkantoran adalah Sub

Bagian Tata Usaha yang uraian tugas pokoknya sebagai berikut;

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta

menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan

perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi:

a.

b.

Pengelolaan data dan informasi.

Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah,

Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.

Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.

Koordinasi pelayanan pertanahan.
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Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Urusan Perencanaan dan Keuangan. Urusan Perencanaan dan
Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana,
program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah,
keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

b. Urusan Umum dan Kepegawaian. Urusan Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi
pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

A.3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat

1. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei,
pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan
kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan
survel potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat
penilai tanah, Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan
perairan,  perapatan  kerangka  dasar, pengukuran  batas
kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah,
pembinaan surveyor berlisensi;

b. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas
kawasan/wilayah,

c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan,
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d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik
dan potensi tanah;

€. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai
tanah;

f. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari:

a. Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan. Subseksi Pengukuran dan
Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar
orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah,
batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi
pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar
tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar
lainnya di bidang pengukuran.

b. Sub seksi Tematik dan Potensi Tanah. Subseksi Tematik dan Potensi
Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan
dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tfanah,
pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat
penilai tanah.

2. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan
pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban
bekas tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta
pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan
tugas, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
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Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-
menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan,
saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau
pendaftaran hak.

Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara,
daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum
pemerintah,

Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak.

Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak

Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan
PPAT.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

Sub seksi Penetapan Hak Tanah.

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai
penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai,
perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak
atas tanah; penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu
pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah
perorangan.

Sub seksi Pengaturan Tanah Pemerintah.

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan . pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai
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penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak
pengelolaan bagi instanst pemerintah, badan hukum pemerintah,
perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak
atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah

pemerintah,

. Sub seksi Pendaftaran Hak.

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-
hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan,
tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah,
komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku
tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar
lainnya di bidang pendaftaran tanah.

Sub seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran,
peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak
tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang
pendaftaran tanah.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan melakukan penatagunaan tanahlandreform konsolidasi tanah,

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan

wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan

dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:
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. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan
dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam
rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan
dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah,
penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan
daerah bekas konflik serta permukiman kembali.

. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan lainnya.

. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan,

. Pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan
dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan
redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah
obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban
administrasi landreform.

. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform.
Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang
terkena ketentuan landreform.

. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform.

. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi
tanah dengan luasan tertentu.

Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari obyek landreform.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 63




J-

42996.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan
penegasan obyek konsolidasi tanah,
Penyediaan tanah untuk pembangunan.

Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.

. Pengumpulan, pengolahan, penyajiaan dan dokumentasi data

landreform.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu.

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan,
pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan,
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah,
perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi
kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah,
penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca
penatagunaan fanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah,
penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan
spasial.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas
menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek
landreform; penguasaan tanah-tanah obyek landreform; pemberian ijin
peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu;
usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanzh dan pengeluaran
tanah dari obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi
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tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban
administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan,
teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah
bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan
daerah bekas konflik serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan
pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan
teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan
pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan basis
data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi
pelaksanaan konsolidasi tanah.

4. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara,

tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan
kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantavan dan evaluasi
penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral,
pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.

¢. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,
peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis,
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. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan
rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan
tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis

. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan
kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber
produktif.

Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan
mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
. Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk
pembangunan.

Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar,
dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan
hukum atas tanah terlantar.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:

. Subseksi Pengendalian Pertanahan,

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi,
penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan
bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka
penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan,
evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis.

. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
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Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka
penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi
masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan
pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan
pemerintah kabupatenvkota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta
bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Seksi,Sengketa Konflik dan Perkara

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara

mempunyai fungsi:

a.

b.

Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.

Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan
secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi
pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan
rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara
orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.

Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkama
pertanahan,

Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara

pertanahan.
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Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian
hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan
konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi,
fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

b. Subseksi Perkara Pertanahan,
Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara,
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagat pelaksanaan

putusan lembaga peradilan.

B. SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

B.1 Penciptaan Arsip

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada dasarnya arsip tercipta atau terbentuk
dari adanya serangkaian kegiatan berupa pengelolaan surat masuk, surat keluar,
dokumen-dokumen, warkah dan lain-lain. Tata Kerja Kearsipan di Indonesia pada
umumnya surat-menyurat dicatat dalam semacam buku yang dinamakan buku
agenda. Buku ini untuk mencatat segala sesuatu yang berkenaan dengan pengiriman
surat-surat kepada pihak lain atau penerimaan surat-surat masuk. Untuk keperluan itu
pada bagian-bagian buku agenda dibuat beberapa lajur. Tiap lajur pergunakan untuk
mencatat salah satu hal mengenai surat vang keluar atau masuk itu. Kearsipan
merupakan salah satu macam pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, yang banyak
dilakukan oleh sebagian badan usaha swasta.
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Kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan
warkat atau surat- surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Kegiatan yang
berhubungan dengan penyimpanan warkat, surat-surat dan dokumen-dokumen inilah
yang disebut dengan kearsipan (Sugiarto A & Wahyona T ; 2015).

Priansa D J & Damayanti (2014 ; 40-41) pada dasarnya setiap kegiatan atau
pekerjaan pasti mempunyai proses urutan langkah-langkah penyelesaian dari awal
kegiatan sampai selesai. Demikian juga pada kegiatan kearsipan. Dalam pekerjaan
kearsipan urutan langkah-langkah penyelesaian tersebut dinamakan Proses kearsipan
yang berujung dengan sistem pengelolaan arsip itu sendiri. Proses terjadinya arsip
umumnya melalui beberapa tahap seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6

Tahap-tahap/proses pencatatan arsip

3L

{1 |{Penciptaan - dan- penerimaan || Arsip dmarms mulai dari penciptaan atau
(creation and receipt) penenmaan dokumen yang merupkan awal

. e dari siklus arsip. dokumen itu da_pat berupa
surat, laporan formulir, atau gambar %

i

Z | Distribusi (distribution) - - Setelah ada penciptaan _zirsiﬁﬂrﬂaka' agar’

S . informasinya sampai - kepada*

L' pihak/orang/sasaran yang dituju- dlperlukan r

: P . adanya . péndistribusian atau penyebaran
L __ RS infromasi. Caranya bisa melalul kurir, pos, .

P S - e-mail, dan sebagamya . _; P g

Pengguﬁalan.(us;e_,.)n,i: T T Setelah plhak-plhak yang berkepentmganf

T menerima arsip yang dimaksud, kemudian |
'ngunakan untuk  kepentingan * tertentu |
' sesuai rnaksud dan tujuan penmptaannya

&"9!‘

| Pemeliharaan (maintenance) = Ar51p aktlf 'yang  sudah mengalam1
T penurunan fungsinya, karena . kegiatan :

T . sudah selesal kemudian menjadi 1naktlf
o DA ! tetapi harus dipelihara karena menjadi’
“ o ' sumber mformaSI * sumber data, dan .
sebagai bahan bukti pertanggung jawaban. ;

" Pada tahapan ini arsip dinamis diberkaskan
" menurut urutan atau susunan yang teIah

T T T T T T S SR R ST S
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ditentukan sebelumnya. Misalnya
pemberkasan surat masuk dapat menurut
tanggal masuknya  atau = menurut
masalahnya ataupun susunan lainnya

& ] Pemusnahan (disposion) ~~ ,Arsip dinamis inaktif yang sudah habis
_ masa simpanan dan tidak mempunyai m1a1
’ khsus yang dianggap permanen dapat
ldlmusnahkan. Sehingga tidak memenuhi

hruangan  penyimpanan  serta  tidak

* menimbutkan pemborosan. ’

o JERPEN PR, - - YA, [P T T T Tep—

(Sumber : Sugiario A dan Wahyona T )

Berdasarkan alur prosedur pengelolaan surat masuk seperti yang dijelaskan pada Bab II
yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam tabel
berikut :

Tabel 7
Pengelolaan Surat-masuk pada Kantor Pertanahan Kab.MTB

Nl bS] REcattan I Proey pemmlinien || (Remptmn pawm
" "Bukn ; Kartn v Tata
.  agenda |, kendali | haskah
il }. Ketata Usahaan y " e di daftara pada Penyimpanan
 (Keuangan, "~ buku agenda pada setiap
Kepegawaian, e di masukan ke bidang
Umum) kepala kantor (Kepegawaian
untuk dan Umum serta
mengeluarkan keuangan)
disposisi
¢ didaftarakan pada
buku penyaluran
¢ salurkan
'3 |iKegiatan N T .o di daftara pada Penyimpanan
‘ operasional 4 . ; + buku agenda . pada setiap
. perkantoran | } ,, » di masukan ke . bidang teknis
‘(Pendafatran hak, ' i ) . kepala kantor )
 perubahan i /! ; ¢ untuk i;
hak,pengaduan, ! ) i . mengeluarkan ;
i informasi : : ' disposisi '
;pelayanan dll) . ! ¢ didaftarakan pada |
. ; ' bukupenyaluran
. I! e salurkan .

(Sumber : diolah oleh nper;eli}i-)a
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Sesuai dengan tabel 7 (tujuh) di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur sistem
pengelolaan arsip khsusnya surat masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dapat di jelaskan bahwa setiap surat masuk yang diterima pada sub
bagian tatausaha karena berdasaran uraian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan
Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, surat-surat
tersebut di daftaran pada buku agenda surat masuk yang kemudian di masukan kepada
Kepala Kantor untuk melihat, mengkaji, memahami intisari dari surat-surat tersebut
yang nantinya di tindaklanjuti atau di proses oleh masing-masing seksi sesuai dengan
tugas pokok. Petunjuk surat tersebut termuat dalam lembaran disposisi sebelum surat-
surat tersebut disalurkan dicatat terlebih dahulu pada buku agenda penyaluran.
Berkaitan dengan sistem penyimpanannya khusus surat-surat masuk pada kantor
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menganut asas Desentralisasi dimana
pengelolaan arsip dilakukan pada masing-masing seksi setelah surat masuk tersebut di
salurkan. Proses pengelolaan surat masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat telah berjalan dengan baik, setiap ada surat masuk selalu dilakukan
pencatatan kemudian diproses dengan baik hingga surat tersebut diarsipkan.

Proses yang dilakukan dalam pengelolaan surat masuk sudah sesuai dengan
teori yang diutarakan oleh Ida Nuraida (sebagaimana dikutip dalam Priansa D J &
Damayanti, 2015) pada dasarnya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: menerima
surat, mengarahkan surat, menilai surat (penting, biasa, rahasia), mencatata surat,

mendistribusikan surat, dan menyimpan surat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub bagian Tata Usaha ;

Untuk surat masuk sudah sesuai dengan prosedur alur pengelolaannya,
dimana setiap surat masuk diterima pada bagian urusan umum untuk di
daftarakan pada buku agenda surat masuk berdasarakan tanggal yang
kemudian di msukan ke kepala kantor melalui sekretarisnya dengaan
melapirkan lembaran disposisi,

Untuk dapat mendiskripsikan kondisi prosedur surat kelvar pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ;
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Pengelolaan Surat-keluar pada Kantor Pertanahan Kab.MTB

(Sumber : - diolah oleh penehn)

Berdasarkan wawancara dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa :

“Surat keluar biasanya masing-masing seksi yang telah mendapat disposisi
dari kepala kantor untuk menindaklanjuti surat-surat masuk, dalam kenyataan
adanya beberapa seksi yang menyerahkan surat tersebut kepada sub bagian
tata usaha untuk membuat balasan surat tersebut, namun ada juga masing-
masing seksi yang membuat surat keluar sendri dengan mengambil nomor
pada subbagian tata usaha setelah ditanda tangani maka surat-surat keluar
tersebut diserahkan ke kami (subbagian tatau usaha) untuk disalurkan namun
sebelumnya surat tersebut didaftarakan pada buku agenda surat keluar”

Penanganan surat keluar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat menurut hasil penelitian, surat yang membutuhkan balasan, dari unit pengolah

(seksi terkait yang mendapat disposisi) membuat konsep surat keluar setelah itu

dilakukan pengetikan, pemberian kartu kendali, pemarafan surat, penyimpanan arsip.

Kemudian dilakukan pencatatan surat keluar pada buku daftar pengendali surat keluar

dan nomor, tanggal surat keluar, diberi stempel, surat dikirim ke alamat yang dituju.
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Arsip yang disimpan berkenaan dengan surat keluar adalah arsip surat yang dicopi.
Proses pengelolaan surat keluar di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat secara umum mempunyai proses yang hampir sama dengan pengelolaan surat
keluar pada teori kearsipan yang telah dikemukakan Durotul Yatimah (sebagaimana
dikutip dalam Priansa D J & Damayanti, 2015) bahwa surat keluar mempunyai
prosedur sebagai berikut: Pembuatan konsep surat, pengetikan surat, penyuntingan
surat, pelipatan dan Pengumpulan surat, pembububan alamat surat, pencatatan surat,

pengiriman dan penyimpanan surat,

B.2 Penyimpanan Arsip

Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan
dokumen agar kemudahan kerja penyimpnana dapat diciptakan dan penemuan
dokumen yang dismpan dapat dilakukan dengan cara bilamana dokumen tersbut
sewaktu-waktu dibutuhkan. Sistem penyimpanan pada prinsipnya adalah menyimpan
berdasarkan kata tangkap (caption) dari dokumen yang disimpan baik berupa huruf
maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Pada dasamya ada 2 (dua) jenis
urutan, yaitu urutan abjad dan urutan angka. Berdasarkan alur proses penyimpanan
surat masuk dan surat keluar dapat dijelaskan pada Bab II diatas kondisi yang terjadi

pada kantor Pertanahan kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada tebel

sebagai berikut :
Tabel 9
Proses Pengelolaan Penyimpanan Surat Masuk/Keluar
Pada Kantor Pertanahan Kab.MTB

Roll,  hdtaor Foss T ) B SRT

3 ' (o Masuk " " " Keluar 1
i | Pemerikssan . NN
3 |Mengindeks .~ A e
3 |'Memberitanda = . - e
G A Menyortic
8 |Meletakan i . N AN

(Sumber diolah oleh penel n‘z)
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Berdasarkan tabel 9 (sembilan) diatas dapat dijelaskan bahwa setiap rangkaian
proses penyimpanan surat masuk dan keluar pada kantor Pertanahan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat hanya melalui tahapan pemeriksaan berupa memeriksa surat-
surat tersebut dan mencatatnya dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar yang
berdasarkan pengamatan peneliti tidak melalui proses mengindeks, memberi tanda,
dan menyortir, hanya sampai dengan proses memelatakan untuk surat masuk setelah
di disposisi kepada seksi-seksi terkait untuk tindak lanjuti surat tersebut maka surat
tersebut akan diletakan atau dimaskukan ke dalam otner dan disimpan pada almari
masing-masing seksi, sedangkan untuk surat keluar menjadi tanggung jawab pada sub
bagian tata usaha untuk meletakan arsipnya pada otner-otner berdasarkan tanggal
keluarnya surat dan diletakan pada lemari penyimpanan.

Berdasarkan hasil wawancara ;

Masih ditemui masalah dalam proses penyimpanan baik itu surat masuk dan
surat keluar, apalagi untuk surat keluar setelah surat itu disalurkan keluar
seringkali seksi terkait tidak memberikan lampiran/fotocopy surat keluarnya
ke bagian umum, sehingga suwaktu-waktu diperlukana untuk mecari data
akan sulit ditemukan sehingga dicari lagi pada file komputer untuk diprintkan
ulang, sedangkan surat masuk menjadi tanggungiawab seksi-seksi yang
mendapat disposisi surat masuk itu, dan kondisi yang anda lihat surat?
tersebut tidak tertata dengan rapi atau tidak disimpan pada map otner
kebanyakan diletakan diatas meja saja.

Tabel 10
Proses Pengelolaan Penyimpanan Dokumen/Arsip Pelayanan Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kab.MTB
No | indRetop Proses - [Delormenfrip lRekvecan (Rl }[
el i | Bk T | Sur Ohr | Warkat |
S [ N | R L
1 | Pemeriksaan . v A v
3 |:Mengindeks TN N ; \!"“L N T
9 | Memberitanda T
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S Meletakan

(Sumber : diolah oleh peneliti) .

Berdasarkan tabel 10 (sepuluh) diatas dapat dijelaskan proses pengelolan
penyimpanan Dokumen/Arsip khsusnya pada pelayanan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah dapat dikatan belum berjalan
dengan baik mengingat begitu pentingnya dokumef/arsip (peta, buku tanah, warkah
dan lain-lain) sebagai arsip dinamis yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sesuai
dengan kepentinganya sehingga sistem penyimpanannya sudah berjalan dengan baik

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan : proses ini sangat penting sebagai permulaan untuk memeriksa
kembali setiap dokumen/arsip dari serangkaian kegiatan pelayanan
pertanahan misalnya buku tanah dan surat ukur dimana petugas arsip harus
meneliti setiap nomor DI (daftar isian) seperti nomor sertipikat, nama
pemegang hak, nomor peta bidang harus sama antara Buku Tanah dan Surat
Ukur hal ini dilakukan untuk mencegah tercecer atau ketidak sesuaian antara
buku tanah dan surat ukur perose pemeriksaan ini dilakukan pada Sub Seksi
Pendaftaran Hak.

2. Mengindeks ; setelah Sub Seksi Pendaftaran Hak melakukan Pemeriksaan
kemudian mengindeks dimana proses ini bertuyjuan untuk menetukan pada
nama apa atau subjek apa, atau kata tangkap lainnya bisanya khusus untuk
buku tanah pada setiap otner di beri indek berupa nama Desa dan nomor Hak
yang setiap otner berisi 50 (lima puluh) lembar buku tanah maupun surat ukur

3. Memberi tanda ; setelah pemberian indeks berupa nama desa dan nomor hak
kemudian di beri tanda atau kode dengan memberi warna pada setiap
lembaran indek yang di tempelkan pada setipa map otner, pada proses ini
belum seutuhnya dilakukan untuk setiap jenis arsip khususny pada pelayanan
pertanahan

4. Menyorti ; pada tahapan ini petugas pada sub seksi pendaftaran hak
melakukan pengelompokan sebagai contoh arsip buku tanah dan surat ukur
dikelompokan berdasarkan kecamatan misalnya Kec. Tanimbar Selatan
dimana desa-desa yang tersebut adalah (Desa sifnana, desa Olilit Raya, Desa
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Lauran, Desa Bomaki, Desa Kabiarat, Desa Lermatang, Desa Latdalam)
hanya baru dilakukan pada satu kecamatan saja kayni Kecamatan Tanimbar
Selatan

Meyimpanan/meletakan ; pada tahapan ini peneliti menemukan belum
baiknya sistem penyimpanan dokumen-dokemen arsip. Khsusnya untuk buku
tanah dan surat ukur belum seutuhnya diletakan pada rak/almari dan disusun
berdasarkan kecamatan yang masing-masing otnernya sudah di berikan
indeks dan tanda, selain itu untuk warkah dan peta belum begitu baik sistem
penyimpannnya dengan volume palayanan pertanahan yang semakin banyak
khususnya pada tahun 2016 kegiatan Legalisasi Aset Tanah yang mencapai
8.000 (delapan ribu) bidang yang menghasilkann warkah dan peta-peta yang
banyak sehingga membuat petugas seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah
belum meyimpan atau meletakan sesuai dengan tempatnya sehingga nampak

terlihat warkah bertumpuk-tumpuk pada sudut-sudut ruangan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka kita perlu juga mengetahui jenis-

jenis arsip pada Kantor Pertanahan pada umumnya tanpa terkecuali pada Kantor
Pertnahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai akibat dari pendaftaran suatu

bidang tanah, akan menghasilkan berbagai jenis dokumen yang harus diarsipkan, pada
Pasal 33 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa

jenis dokumen tersebut dalam daftar umum meliputi :

1)

2)

3)

4

5

Peta Pendaftaran, adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-
bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

Daftar Tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

Surat Ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah
dalam bentuk peta dan uraian.

Buku Tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.
Daftar Nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar  yang  intinya
memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas
tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan

rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
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6) Warkah, adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data
yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah
tersebut. Warkah pada dasarnya terdiri dari: Warkah pada pendaftaran pertama
kali, Warkah karena pemeliharaan data-data pendaftaran tanah (karena
peralihan hak, pemberian hak, dan lain-lain); Warkah karena ada perubahan
data fisik dan data yuridis (karena pemisahan, penggembangan, pembaharuan
hak/peningkatan hak, dan lain-lain).

Sugiarto A & Wahyona T (2015) sistem penyimpanan yang berdasarkan
urutan abjad adalah sistem nama (sering disebut sistem abjad), sistem geografis dan
sistem subyek. Sedangkan yang berdasarkan urutan angka adalah sistem numerik,
sistem kronologis dan sistem subjek numerik (sistem subjek dengan kode nomer).
Pada umumnya sistem penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan
yang standar adalah sistem abjad (sistem nama), sistem numerik, sistem geografis dan
sistem subjek, serta sistem wamna. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem
pengelolaan penyimpanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Sistem Penyimpanan Arsip
Pada Kantor Pertanahan Kab.MTB
L R R “Gistem || Sistem u Slstem 1‘ S:stem i Sistem ;Sistefﬁ"i
Abjad . Nomor = Gegrafis ” Kronologi s{ subjek | | warna :
: i y ; i |
RN I A SN SN S SR
il 1 Surat masuk-keluar - - - N - -
3 |[Peta T DT T N TN T T L T ".;""_"'
(SRS AR SN SRR . SN SR
g ,Suratukur i- - R i- - -
&4 |BukuTanah B - WA l? TS T TS
S | R it e __}L...W.._.___,L__ﬂ.._ I
5] Waikah T - -

(Sumber diolah oleh penehtz)
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan penyimpanan
dokumen/arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat

dijelaskan sebagai berikut ;

1. Berdasarkan sistem Abjad

Pada umumnya, kalau kita mendengar sistem abjad, maka yang dikasudkan
adalah abjad nama. Walapun sistem subjek dan sistem geografis juga
susunan abjad, dua sistem tersebut tidak disebut sebagai sistem abjad. Sistem
nama adalah sama dengan sistem abjad (alfabetical filing system) sistem
abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan abjad
dari kata tangkap (nama) dokumen bersangkutan. Menurut Sugiarto A &
Wahyona T (2015) Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem
penyimpanan arsip dikarenakan :

a. Nama biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian dokumen.
Dokumen-dokumen cenderung dicari atau diminta melalui nama orang
atau lembaga

b. Dokumen-dokumen dari nama yang sama, akan berkelompok dibawah
satu nama dan satu tempat

c. Dokumen berasal dari banyak koresponden dengan nama yang
bervariasi

d. Unit kerja atau sekretaris hanya menerima dan meyimpan dokumen
yang berhubungan dengan fungsi. Tugas masing-masing sehingga isi
dokumen lebih cenderung mengenai masalah yang sama

e. Nama lebih muda diingat oleh siapapun
Keuntungan pemakaian sistem penyimpanan abjad adalah :

a. Pemahaman serta kegiatannya mudah dan sederhana
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b. Dokumen yang berasal dari satu nama (nama individu dan nama
badan) yang sama akan berkelompok menjadi satu,

c. Surat masuk dan pertinggal dari surat-keluar disimpan bersebelahan
dalam satu map,

d. Pencanan dokumen dapat dilakukan secara langsung melalui nama
pengirim yang dikirim surat, tanpa mempergunakan indeks. Karena itu
disebut sebagai sistem langsung

¢. Susunan guide dan folder sederhana

f. Mudah dikerjakan dan cepat dalam penemuan

g. Dapat juga menpunyai file campuran

Kondisi yang ditemui dalam penelitian ini adalah khsusnya pada surat masuk
dan keluar proses penyimpanan dokumen/arsipnya tidak berdasarkan abjad
melainkan tanggal surat masuk dan keluar tersebut yang di masukan pada
map-map otner, begitu pula pada arsip peta tidak menggunakan sistem abjad
nama desa, buku tanah dan surat ukur tidak menggunakan sistem abjad dalam
proses penyimpanannya melainkan berdsarkan nama desa dan nomor hak

secara berurutan.

2. Berdasarkan sistem Geografis

Sistem geografis adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan
kepada pengelompokan menurut nama tempat. Sistem ini sering disebut juga
sistem lokasi atau sistem nama tempat. Sistem ini timbul karena adanya
kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu lebih muda dikelompokan
menurut tempat asal pengirimannya atau nama tempat tujuan dibandingkan
dengan nama badan, nama individu atapun isi dokumen bersangkutan. Sistem

geografis dapat dikelompokan menurut 3 (figa) tingkatan, yaitu menurut
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nama depan negara, nama pembagian wilayah administrasi negara, dan nama

pembagian wilayah admnistrasi khusus (Sugiarto A & Wahyona T ; 2015)

a.

Nama depan negara, surat dan dokumen yang diterima dari berbagai
negara didalam sistem geografis akan dimasukan didalam map dengan
lebel nama negara bersangkutan

Wilayah adaministasi negara, vang dimaksud dengan pembagian
wilayah adminstrasi negara adalah nama-nama tempat atau wilayah
yang bersangkutan kepada pembagian wilayah yang umum
dipergunakan sebagai bagian dari administrasi sesuatu negara.
Pembagian tersebut dapat dalam bentuk negara bagian (state) dan kota
(city), atau provinsi dan kotamadaya (kabupaten, dan jajarannya

dibawahnya)

‘Wilayah adaministrasi khusus, vang dimaksud dengan pembagian

wilayah administasi instansi khusus adalah pembagian wilayah
adaministasi yang berdasarkan pembagian wilayah untuk kepe tingan
administasi instansi-instansi tertentu, seperti pembagian wilayah
administasi bank, angkutan udara, angkutan laut, dan sebagainya

Keuntungan dari sistem geografis adalah dapat mempermudah dan
mempercepat dalam penemuan bila mana tempat telah diketahui,
merupakan satu tindakan penyimpanan secara langsung, tanpa adanya

rujukan atau bantuan indeks

Kondisi yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat dalam sistem penyimpanan dokumen/arsip sebagian besar menggunakan
sistem geografis atau wilayah hal ini dikarenakan output atau salah satu produk

dari pelayanan Pertanahan adalah Sertipikat Tanah yang dibuat berdasarkan letak
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geografis atau letak tanah tersebut sehingga dalam proses penyimpanan arsip
berupa Buku Tanah dan Surat Ukur berdasarkan geografis yakni berdasarkan
wilayah adminstasi yang berpatokan pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dan wilayah yang berada dibawahnya seperti Kecamatan, Kelurahan dan
Desa. Berdasarkan sistem Geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
wilayah kecamatan yang memiliki intensitas pelayanan pertanahan yang paling
banyak adalah Kecamatan Tanimbar Selatan dengan pembagian wilayah

adminstasinya sebagai berikut :

Guide | Guide Il Guide IlI
{Kabupaten/Kota) (Kecamatan) (Desa/Kelurahan)

\% Vv %

Saumlaki

Otilit Raya

Sifnana

Lauran
Maluku Tenggara Barat Tanimbar Selatan

Kabiarat

Bomaki

Lermatang

Latdalam

3. Sistem Subjek

Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada
isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut perihal, pokok
masalah, permasalahan, masalah pokok surat, atau subjek. Dengan kata lain sistem
merupakan suatu sistem penyimpanan dokumen yang didasarkan pada isi dokumen

dan kepentingan dokumen. Sistem ini banyak dipergunakan oleh instansi-instansi
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pemerintah yang besar dan luas. Di sini sistem subjek dilaksanakan secara seragam
untuk semua unit kerja yang ada didalam instansi yang bersangkutan. Untuk arsip
instansi atau perusahan yang disimpan secara sentral, maka sistem subjek adalah
sistem yang paling tepat dipergunakan. Sebab arsip tersebut berasal dari semua bagian

atau unit kerja yang mempunyai subjek (kegiatan) sendiri-sendiri

Keuntungan dalam sistem subjek adalah penghematan waktu pencarian
dokumen, karena semua hal yang menyangkut sebuah permasalahan terdaapt dalam
suatu tempat penyimpanan, dokumen subjek dapat diperluas secara mudah dengan

cara menyisipkan subjek baru ataupun menambahkan sub-subjek pada subjek utama.
Berdasarkan sistem nomor

Sistem penyimpnanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai
penggantian dari nama orang atau nama badan disebut sistem-nomor (numeric filing
system). Hampir sama dengan sistem abjad yang penyimpanan dokumen didasarkan
kepada nama, sistem nomor pun penyimpanan dokumen berdasarkan nama, hanya
disini diganti dengan kode nomor. Pada sistem nomor terdapat 3 (tiga) unsur yaitu (1)
file utama, indeks dan buku nomor (buku register/buku induk/buku besar). Untuk
menyimpan surat yang memerlukan map diperlukan dua macam map, yaitu map
campuran dan map individu. Map campuran berisi surat-surat dari dan kepada suatu
keresponden yang jumlahnya kurang dari 5 (lima). Sehingga surat-surat yang ada
dicampurkan dalam satu map dengan file abjad kepada satu koresponden jumlahnya
sudah mencapai 5 (lima), maka surat-surat tersebut dipindahkan ke map individu dan
disimpan pada file nomor (file utama), (2) indeks adalah suatu alat bantu untuk
mengetahui nomor file yang diberikan kepada sesuatu koresponden atau nama

bilamana nomor bersangkutan tidak diketahui. (3) buku nomor adalah buku yang
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berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai nomor koresponden (nama)
dalam file sistem nama jadi apabila memberlakukan map individu dan map campuran,
kresponden yang jumlahnya sudah mencapai 5 (lima) berhak mempunyai nomor
sendri. Beberapa langkah teknis penyimpanan surat dalam penggunaan sistem nomor
berdasarkan kasus yang muncul, dengan menggunakan map individu dan campuran
adalah : periksa pada kartu indeks; apakah nama dokumen sudah terdapat pada kartu

indeks atan belum.

. Berdasarkan Sistem Kronologi

Sistem penyimpanan kronologi merupakan sistem penyimpanan yang
didasarkan pada urutan waktu. Waktu disini dapat dijabarlan sebagai tanggal, bulan,
tahun, dekade ataupun abad. Sistem penyimpanan kronologis ini cukup banyak
digunakan, akan tetapi dalam perkembangannya, sistem ini kurang efektif apabila
digunakan dalam mengelola dokumen yang banyak, biasanya sistem ini digunakan
dalam kantor kecil yang menggunakan pencatatan dokumen masuk dengan buku
agenda. Dalam sistem ini semua dokumen diurutkan pada urutan tanggal, bulan dan
tahun dokumen itu disimpan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub bagtan

Tata Usaha :

Sebagian besar surat masuk itu dicatat secara urutan berdasarakan tanggal
bulan tahun masuknya surat tersebut, kemudian diserahkan ke masing-masing
seksi ada beberapa seksi yang penyimpana arsip surat masuknya secard
berurutan sesuai dengan tanggal disposisi dari masuknya surat-surat tersebut
yang dimasukan ke dalam map otner secara berurutan

Berdasakan hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa khsusnya surat-surat
masuk menggunakan sistem kronologis karena ada beberapa seksi yang proses
penyimpanannya berdasarkan tanggal bulan tahun masuknya surat tersebut seperti

seksi Sengketa Konfil dan Perkara Pertanahan dan Subbagian tata usaha.
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6. Berdasarkan Sistem Warna

Penggunaan warna sebagai dasar penyimpanan dokumen sebenarnya hanya
penggunaan simbol atau tanda untuk mempermudah pengelompokan dan pencarian
dokumen. Penggunaan warna sebagai dasar penyimpanan dokumen jarang dilakukan.
Sistem penyimpanan ini tidak terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat

B. 3. Pemeliharaan, Perawatan dan Pengamanan Arsip

Pemeliharaan

Menurut Sugiarto A & Wahyona T (2015 ; 71-72) Pemeliharaan arsip adalah usaha
penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai
guna. Untuk dapat memelihari arsip dengan baik, maka perlu diketahui beberapa

penyebab kerusakan arsip dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. Faktor intransik ialah penyebab kerusakan yang berasal dari benda
arsip itu sendiri, misainya kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh lem
perekat dan lain-lain. Kertas dibuat dari campuran bahan yang
mengandung unsur-unsur kimia. Karena mengandung unsur kimiawi
maka kertas akan mengalami perubahan dan rusak

2. Faktor ekstrinsik ialah penyebab kerusakan yang berasal dari luar
benda arsip, yakni lingkungan fisik, oragenisme perusak, dan kelelaian

manusia penyebab faktor ekstrinsk antara lain :

¢ Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh besar pada kondisi arsip
antara lain temperatur, kelembaban udara, sinar matahari , polusi

udara dan debu

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 84



42996.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

* Biologis, organisme perusak yang kerap merusak arsip antara lain
Jamur, kutu buku, rayap, kecoa dan lain-lain

e Kimiawi yaitu kerusakan arsip yang lebih diakibatkan merosotnya
kualitas bahan kimia dalam bahan arsip

e Kelalaian manusia yang sering terjadi yang dapat menyebabkan
kerusakan arsip misalnya percikan bara rokok, fumpuban atau

percikan minuman dan lain-lain

Berdasarkan penjelasan diatas makan kondisi kerusakan arsip yang terjadi pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel

berikut :
Tabel 12
Faktor-faktor penyebab kerusakan arsip
[ Jenis Arsip T Faktor Instrinsik ]| “Faktor Ekstrinsik }
Peta "Kualitas kertas yang || Kelalalan sehingga ada beberapa peta
_ _ ! kurang bagus }; tersobek _
Warka "Kualitas kertas yang Kelalalan sehingga ada beberapa peta ’
kurang bagus tersobek terserang rayak dan kutu
chukw oL

(Sumber : Sugiarto A dan Wahyono T)
Berdasarkan hasil wawancara :
Sebagai besar arsip mengalami kerusakan disebabkan karena kecerobohan
petugas itu sendiri contoh peta-peta bidang hasli pengukuran kegiatan Prona

ada yang tersobek, terkena percikan air selain itu juga kualitas kertas yang
kurang bagus sehingga warna kertas cepat kusam

Perawatan Arsip

Perawatan arsip ialah usaha penjagaan benda arsip yang telah mengalami
kerusakan tidak bertambah parah. Pada umumnya, kerusakan arsip paling sering

terjadi adalah sobek, terserang jamur, terkena air dan terbakar. Berdasarkan hasil
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observasi peneliti menemukan bahwa belum begitu baiknya sistem perwatan pada
arsip-arsip hal ini dapat dilibat kondisi arsip seperti peta bidang yang kertasnya sudah
kusam bahkan ada yang sobek, berikut ini kondisi sistem perawatan arsip pada kantor
pertanahan kabupaten maluku tenggara barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Perawatan arsip

{No i Jenis arsip W Sistem perawatan

]

T ]iPeta 7 [Untuk peta yang tersobek petugas mengambil '
| : - ,r : solusi berupa merekatkan/melem kembah peta
[ ' ) ya.ng rusak tersebut

mz.,:_m,s

‘Warkah -~ Untuk warkah yang kena kutu buku sehmgga

o ... Dbersihkan kembali oleh petugas . = _
(Sumber : Sugiarto A dan Wahyono T)

Pengamanan Arsip

Pengamanan arsip adalah usaha penjagaan agar benda arsip tidak hilang dan agar
isinya atau informasinya tidak sampai diketahui oleh orang yang tidak berhak.
Petugas arsip harus mengetahui persis mana saja arsip yang sangat fital bagi
organisasinya. Usaha pengamanan yang dilakukan antara lain dengan cara-cara

sebagai berikut :

1. Petugas arsip harus betul-betul orang yang dapat menyimpan rahasia

2. Harus dilakukan pengendalian dalam penyimpanan arsip, misalnya
dapat ditetapkan bahwa ﬁeminjaman arsip hanya boleh dilakukan oleh
petugas atau unit kerja yang bersangkutan dengan penyelesaian surat
itu

3. Diberlakukan larangan bagi semua orang selain petugas arsip
mengambil arsip dari tempatnya

4. Arsip diletakan pada tempat yang aman dari pencurian
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem pengamanan arsip

yang terpada pada kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut :

Tabel 14
Sistem pengamanan arsip

" No || Jenis arsip i Sistem pengamanan ! Ket

1 |/BukuTanah,Surat Ukur -~ | Dikelolola oleh satu T
: e  pegawai yakni Kepala Sub || -
Seksi Peralihan dan
it Pembebanan Hak yang |
memegang kurci ruangan -
_ | arsip, dan dapat di pantau
sdcf:ngan CCTV_

"/ Dikelolah oleh seksi Hak = .. .
: Tanah dan Pendaftaran | ;
Hak tmgkat keamananya

'+ belum begitu baik karena
» tidak diletakan pada satu
* ruagan yang terkunci
: kondisi yang terjadi adalah
warkah—warkah berada pada

3 R . “ ruangan Seksi yang

L CT RS . tergelétak diatas meja,

TR ! bawah meja dan sudut-

i sudut ruangan.

B i Dikelolola oleh satu

% pegawai yakni Kepala

| Seksi Survei Pengukuran

; dan pemetaan dimana Peta

1 bidang tersebut berada pada

; ruangan kepala Seksi yang

i ruangannya terkunci i

3 [Pem Bidang

PR R T A B At A e ey L&

-

(SMber : diolah oleh peneliti)
B. 4 Peminjaman dan Pengembalian Arsip

Pada dasarnya penyimpana arsip atau dokumen dilakukan, karena arsip atau
dokumen tersebut nantinya akan digunakan kembali. Dengan demikian, arsip atau
dokumen sudah pasti akan digurakan dan keluar dari tempat penyimpnanan.

Keluarnya arsip dari tempat penyimpanan memerlukan suatu pengendalian yang baik,
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karena keluarnya arsip memiliki peluang untuk hilang atau tidak diketahui

keberadaaanya, keluarnya arsip dari tempat penyimpanan disebabkan oleh adanya

kegiatan peminjaman dan kegiatan pelayanan berdasarakn hasil observasi terkait

dengan sistem peminjaman arsip belum dikelola dengan baik mengapa demikian

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub Seksi Peralihan dan Pembebaban

Hak dan PPAT menjelaskan bahwa ;

Tidak ada buku kontrol peminjaman terkait dengan keluar masuknya buku tanah
dan surat ukur khsusnya pada interan Kantor misalnya dari Seksi Pengukuran
dan Pemetaan meminjam Arsip Surat Ukur untuk pelayanan pemisahan bidang
seringkali dipinjam atau diambil dari rungan arsip dan tentunya harus melalui
saya unutuk dapat membuka ruang arsip. Arsip yang dipinjam tersebut seringkali
lupa untuk dikembalikan lagi dan ini sering terjadi, bukan itu saja misalnya
warka untuk mencari dokumen-dokumen penting jika suatu bidang tanah tersebut
diperkarakan di pengadilan atau ada dalam proses mediasi dimana warkah yang
dipinjam tidak terkontorol ini terjadi karena kekurangn tenaga arsip untuk
mengontrol proses peminjaman

B.5 Penyusutan / Pemusnahan Arsip

Kegiatan penyusutan arsip dapat digambarkan memlalui bagan sebegai berikut :

~

-~

Arsip Aktif

Arsip In-aktif

~N

Elekronis

B E——

Simpan Abadi

Dimusnakan

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan penyusutan dapat dilakukan

dengan pemindahan kategori aktif ke inaktif, pemindahan inaktif ke

microfilm, penyerahan inaktif kemudian kegiatan pemusnahan arsip. Pada

dasarnya dalam melakukan kegiatan penyusutan sampai dengan kegiatan
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pemusnahan diperlukana tahapan-tahapan sebaga berikut (Sugiarto A &

Wahyona T ; 2015)

1. Penilaian arsip ; penilaian terhadap arsip ini didasarkan pada nilai guna
yang dimiliki oleh setiap jenis arsip, dari penilaian tersebut akan dapat
diketahu nilai gunanya dan umur penyimpana arsip yang dijadikan
standar atau patokan untuk melakukan penyusutan

2. Pemindahan ; pemindahan ini dilakukan dengan memindahkan arsip
setelah dikategorikan berdasarakn hasil penilaian yang dilakukan.
Arsip aktif yang sudah memasuki kategori in-aktif maka seharusnya
dipindahkan ke kelompok in aktif

3. Jadawal Retensi ; bahwa jadwal retensi merupakan salah satu pedoman
yang digunakan dalam kegiatan arsip, setiap arsip ditentukan
retensinya atas dasar nilai kegunaannya dan dituangkan dalam bentuk
jadwal retensi, jadwal reteni arsip adalah daftar yang berisi tentang
jangka waktu peyimpanan yang dapat di pergunakan sebagai pedoman
penyusutan arsip

4. Penyerahan arsip ; penyerahan merupakan tindakan eksternal, yaitu dari
perusahaan kepada Arsip Nasional dimana arsip tersebut memiliki nilai
historis yang penggunaanya berkaitan dengan kegiatan pemerintahaan,
kegiatan pembangunan nasional, kehidupan berbangsa

5. Pemusnazhan ; apabila sudah sampai waktunya arsip-arsip inaktif
dimusnakan, maka pelaksanaan pemusnahan arsip harus segera
dilaksanakan, tetapi untuk arsip yang berdasarkan jadwal retensi akan
di abadikan (permanen) maka arsip tersebut tidak akan dimusnakan.

Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal
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lagi baik isi maupun bentuknya serta disaksikan oleh dua orang pejabat
pemerintahan yang bersangkutan. Pemusnahan arsip dapat dilakukan
dengan cara ; pembakaran, pencacahan, proses kimiawi, pembubumn

atau pulping

Berdasarkan penjelasan di atas dan observasi dapat dijelaskan bahwa kondis arsip yang
berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal penyusutan dan

pemusnahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Jadwal Retensi Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
Pada Kantor Pertanahan Kab.MTB

Golongan || Jenis Arsip [ Umar Arsip 1 Abadi/

Arsip : e - — ——|  Dimusnakan

| Akt | Inaktif S
Vital Peta Bidang, Bulcu - C O Abadi - .
R { Tanah, Surat ukut I :
L |iWarkah . TN
[ Penting ;Lap Keuangan 2Dirr3u$ﬁakan 7
. Lap Kegiatan: : e :
’Legahsam Aset, i _ AL -
‘Berguna | Lap Tahunan - - '2Thn Dlmusnakan

B masmg—masmg : 3

Tidak | *Undangan o o Dimusnakan .- |
i Pengumunan i ‘ ‘ T |
berguna j‘
! |

(Sumber : diolah oleh peneliti).

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan,
pada pasal 49 huruf b, pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 52 ayat | dan 2, pemusnahan arsip
juga dikenal di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Menurut Petunjuk Teknis Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, arsip
pertanahan yang boleh dimusnahkan adalah:

1) Warkah-warkah hat tanggungan (hipotik, credit verband) yang telah
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dihapuskan hak tanggungannya;
2) Sertifikat hak tanggungan yang telah dihapus hak tanggungannya;
3) Sertifikat hak atas tanah yang dibuatkan sertifikat penganti karena ganti
blangko atau karena perubahan hak;
4) Warkah-warkah permohonan perubahan hak milik untuk satuan rumah tinggal;
5) Warkah-warkah sebagai lampiran pengukuran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagain Tata Usaha ;

Pemusnahan arsip yang dilakukan khsusnya untuk surat-surat masuk maupun keluar
yang sudah berusia 5 tahun fterkahir dilakukan dengan cara membakarnya,
sadangkan arsip-arsip penting seperti buku tanah, surat ukur, warkah tidak bisa
dimusnakan dikarenakan memiliki nilai yang sangat penting dalam pelaksaan sistem
pelayanan pertanahan di kantor ini, ada juga arsip-arsip seperti surat undangan
atau pemberitahuan setelah di disposisikan dan di tindak lanjut biasanya seksi
tersebut langsung memusnakan surat tersebut dengan cara membuangnya di tempat
sampah dan dibakar oleh offic boy.

Hal senada juga dijelaskan oleh kepala seksi Senketa Konflik dan Perkara Pertanahan

Arsip seperti warkah tidak bisa dimusnakan karena sewaktu-waktu apabila ada
gugatan perkara di pengadilan terkait degan sengekta tanah makan warkahiah yong
bisa menjadi alat bukti yang kuat sebagai bentuk rekaman dokumen proses
pembuatan setipikat karena di dalam warkah terdapat surat pelepasan, kwitansi jual
beli, risalah panitia pemeriksa tanah, SK pendafiaran Hak dan bukti-bukti proses
pembuatan sertipikat lainnya. Namun pengalaman yang terjadi seringkali kita di
Seksi Sengekta dan Konflik jika mendapat undangan sidang sengketa Tanah baik
perdata maupun pidana kita sangat sulit untuk mencari arsip-arsip warkah tersebut.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SISTEM

PENGELOLAAN KEARSIPAN

Faktor- faktor yang mempengaruht dalam kegiatan pengelolaan kearsipan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan penelitian dan hasil
wawancara berkaitan dengan sistem pengelolaan arsip pada dasarnya belum berjalan

dengan baik. Mengapa peneliti mengatakan demikian karena hal ini dapat dilihat mulai
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dari proses penciptaan / penerimaan surat, pencatatan, pemberian nomor surat,

pendisposisian, penggandaan surat, hingga pada penyimpanan arsip sampai dengan

penyusutan/ pemusnahan arsip dilakukan belum berdasarkan pada aturan dan tata kerja

kearsipan yang seharusnya seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Bab II sesuai

dengan pendapat dan teroi-teori dari para ahli. Berikut ini adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat adalah sebegai berikut :

Sering terjadinya keterlambatan dalam penemuan kembali warkah arsip
yang dibufuhkan. Seperti Warkah Permohonan Hak dimana bila ada
perkara pertanahan yang mebutuhkan alat bukti berupa Warkah yang
didalamnya terdapat bukti-bukti kepemilikan tanah, permohonan
pengukuran, permohonana Pemberian hak dan setersunya petugas
mengalami kesulitan dalam penemuannya kembali, selain itu pelayanan
pertanahan berupa cek list sertipikat yang memcocokan buku sertipikat
tanah dari pemohon dengan arsip buku tanah dan surut ukur petugas seksi
terkati juga mengalami kesulitan dalam penemuan arsip tersebut. Selain
itu tidak jarang pula hal yang sering terjadi yaitu, pada tiap bagian / unit
yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
tersebut akan menghubungi Sub bagian tata Usaha untuk mendapatkan
surat-surat masuk atau surat keluar yang diperlukan. Hal ini dikarenakan
arsip yang ada disetiap unit yang kantor tersebut juga terdapat pada Sub
bagian tata usaha, kondisi seperti ini pada dasarmnya bertentangan dengan
konsep kearsipan yang dikemukakan oleh George R Terry, bahwa arsip
merupakan penataan kertas-kertas dalam tempat-tempat penyimpanan

yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu
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sedemiakn rupa, sehingga setiap surat atau dokumen bila diperlukan dapat
ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Jika dikaitkan dengan azas
yang digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
kondisi yang ditemukan tidak sesuai dengan teori Badri Munir Sukoco
(sebagaimana dikutip dalam Sugiarti A & Wahyona T ; 2015) karena
mempunyai keuntungan seperti 1) adanya sistem penyimpanan dan temu
balik yang seragam 2) menekan seminimum mungkin kesalahan
pemberkasan serta dokumen yang hilang 3) menekan duplikasi dokumen
4) memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas
efisiensi biaya yang lebih baik 5) memudahkan kontro! gerakan dokumen
sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan. Selain itu juga arsip yang
disimpan tidak menggunakan kartu kendali sebagai pedoman
penyimpanan dan penemuan kembali. Surat yang menggunakan kartu
kendali adalah surat yang penting atau surat rahasia. Hal itu sudah sesuai
dengan teori Barthos B (2007: 5) mengenai “isian (kartu) untuk mencatat
surat-surat yang masuk/keluar yang tergolong surat penting”. Berdasarkan
bhasil penelitian bahwa penyimpanan arsip. Berdasarkan hasil wawancara
saya dengan salah satu pemohon yang meyatakan bahwa

. Kita dipersulit dengan sistem pelayanan pertanahan yang
memakan wakfu yang sangat lama padahal suda ada layanan 7
Jam seperti baliho yang di pampang di depan kantor untuk
pelayanan banti balanko, ceklis, roya dan lain-lain, saya
pengguna layanan cek list sudah hampir 3 hari belum keluar
ceklist saya alasannya dari petugas loket semntara mencari arsip
buku tanah yang sesuai dengan Nomor Hak pada sertipikat saya,
sehingga mempersulit dan menghambat saya untuk proses
selanjutnya

¢ Masalah lain yang ditemukan adalah tidak diterapkan sistem pemusnahan

yang scharusnya pada proses pemusnahan arsip yang sudah lewat masa
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aktif suatu warkat. Sementara pada fenomena atau kondisi yang terjadi
pemusnahan arsip yang sudah lewat masa aktifnya dilakukan secara
masal yaitu setiap 5 tahun sekali. Dan pemusnahan arsip yang dilakukan
bukanlah pemusnahan arsip seutuhnya, melainkan arsip-arsip tersebut
dipindah tempatkan di gudang dengan alasan untuk menjaga suatu wakiu
jika ada arsip yang dibutuhkan namun sudah dimusnahkan. Maka hal
inilah yang dianggap masih belum optimalnya penerapan dalam
pengelolaan kearasipan. Jika berpatokan pada Undang-undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang kearsipan pada pasal 49 huruf b, pasal 51 ayat 1,2
dan 3 serta pasal 52 ayat 1 dan 2, pemusnahan arsip juga dikenal di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Menurut petunjuk teknis
Peraturan menteri Negara Agraria’/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 tahun1997 arsip pertanahan yang boleh dimusnakan adalah :

v' Warkah-warkah Hak Tanggungan yang telah dihapus hak
tanggungannya. Kondisi yang terjadi adalah masih ada warkah-
warkah Hak Tanggungan yang sudah habis Hak Tanggunganya
masih ada dan berserakan pada sudut ruangan dengan kondis
berkas yang sudah tidak terawat

v' Sertipikat Hak Tanggungan yang telah dihapus hak
tanggungannya {(masih terdapat sertipikat HT yang sudah
selesai belum dimusnakan)

v' Warkah-warkah permohonan perubahan Hak Milik untuk
satuan rumah tinggal,

v Warkah-warkah sebagai lampiran pengukuran

e Kurangnya ketersedian gedung/ruangan arsip yang kurang memadai
masalah ini tidak sejalan dengan jumlah Warkah dan buku Tanah yang
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dari 4 tahun terakhir semakin banyak hal ini dikarenakan jumlah kegiatan
legalisasi aset berupa PRONA yang sudah mencapai 16.000 (enam belas
ribu) bidang sechingga bagian Tata usaha mengalami masalah dalam hal
penyimpanan arsip warkah tersebut, sehingga harus diperhatikan kedepan
lagi mengenai masalah gedung dan fasilatas pendukung lainnya kondisi
ini bertolak belakang dengan konsep arsip yang disampaikan menurut
Berta Week bahwa pemuatan warkah atau dokumen dan penyimpanan
sebegal suatu fungsi pelayanan dalam suatu organisasi perlu memekan
biaya, gaji, ruangan dan peralatan

Tidak adanya jabatan arsiparsi atau petugas arsip pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini tidak sesuai dengan konsep
kearsipan yang dikemukakan oleh Widjaja A.W (1986: 104), petugas
kearsipan harus memenuhi lima (5) persyaratan yaite: memiliki
pengetahuan umum, terutama yang menyangkut masalah surat-menyurat
dan arsip; memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk instansinya yakmi
organisasi beserta tugas-tuganya dan pejabat-pejabatnya; memiliki
pengetahuankhusus tentang kearsipan; memiliki ketrampilan untuk
melaksanakan teknik tata kearsipan yang sedang dijalankan.
Berkepribadian, yakni memiliki ketekunan, kesabaran, ketelitian,
kerapian, kecekatan, kecerdasan, kejujuran, serta loyal dan dapat
menyimpan rahasia organisasi. Kurangnya pegawai khusus kearsipan
membuat pegawai pada sub bagian Tata Usaha dan Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah mengefuh merasa kesulitan dalam mengurus arsip
yang ada karena pekerjaan yang merangkap dengan pekerjaan lain
membuat arsip sering terabaikan, hanya sebatas menindaklanjuti surat
masuk dan surat keluar
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Selain penjelasan diatas Berikut ini adalah faktor-faktor teknis yang menjadi
kendala dalam pengelolaan arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan informasi

mengenai kendala dalam pengelolaan arsip sebagai berikut:
1. Anggaran dana

Kendala pertama dalam pengelolaan arsip yaitu anggaran dana, sebagaimana

hasil dari wawancara dengan Kepala Subbagian tata Usaha yaitu:

Setiap tahun anggaran ada khususnya untuk pengelolaan arsip.
anggaran pengelolaan arsip ada,anggaran perawatan gedung ada,
anggaran pemeliharaan arsip ada, tetapi yang sering digunakan
adalah pemeliharaan arsip berupa pembelian rak atau lemari arsip
yang di DIPA Kantor untuk pemeliharaan arsip bernilai Rp.9.000.000
(sembilan juta rupiah) untuk 3 unit rak/lemari dengan harga satuan
Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sebenarnya anggara pegelolaan arsip
tersebut masih sangat kurang melihat kondisi pelayanan pertanahan 4
tahun terakhir khsusnya kegiatan legalisasi aset (PRONA, UKM,
Nelayan) hampir 16.000 (enam belas ribu) bidang.

2. Fasilitas

Kendala kedua dalam pengelolaan arsip yaitu fasilitas. Sebagaimana terdapat

hasil wawancara sebagai berikut dengan Kepala Kantor Pertanahan :

Fasilitas pendukung pengelolaan arsip belum memadai seperti yang
dilihat Kantor Pertanahan memilik 1 (satu) ruangan arsip yang
ukrannya sangat kecil sehingga penataan arsip-arsip buku tanah, surat
ukur, warkah sangat padat dan sempit sehingga ada sebagian warkah
yang diletakan diluar ruangan arsip, tidak ada tempat penyimpanan
peta yang memadai dan ini ' juga merupakan masukan untuk
peningkatan angakaran pengelolaan arsip dalam penyusuan RKAKL
untuk DIPA tahun anggaran 2017.
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3. Sistem Pengamanan Arsip

Kendala ketiga dalam pengelolaan arsip yaitu sistem pengamanan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor didapatkan yaitu:

Di kantor ini tidak ada satpam penjaga malam, namun sudah di lengkapi
dengan CCTV yang diletakan di sudut gedung kantor terdapat 4 (empat)
titik yang salah satu titik sorot CCTV mengarah pada pintu masuk
ruangan arsip. Yang menjadi kekahwatiran adalah warkah-warkah yang
diketakan diluar ruangan arsip, untuk kunci ruangan arsip di pegang
oleh Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan Pembebanan dan PPAT.
Untuk keberishan terdapat petugas kebersihan untuk membersihkan
ruang arsip.

4. Merekmut pegawai bidang kearsipan

Kendala keempat dalam pengelolaan arsip yaitu pegawai bidang kearsipan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala

Kantor yaity :

untuk pengelola arsip adalah PNS dan dibantu oleh I (satu) orang PTT
saja disuruh bisa untuk menata arsip seperti memasukan Buku Tanah
dapa map plastik dan map otner. Saya berdayakan begitu, kalau saya
menghandalkan PNS tidak memadai dengan volume berkas arsip yang
banyak. Untuk kantor ini tidak terdapat PNS dengan jabatan funsional
sebaga arsiparis.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Kantor :

Kurang adanya pegawai bidang kearsipan dan tidak adanya perekrutan
pegawai di bidang kearsipan, jadi saya memanfaatkan Office boy untuk
membantu melakukan penataan arsip. Jika menghandalkan arsiparis
tidak cukup, karena persyaratan dalam arsiparis pegawai negri. Jadi
setiap tahun administrasi perkantoran tidak mendapatkan pegawai
bidang kearsipan, jika mengharapkan pegawai bidang kearsipan tidak
selesainya pekerjaan pengelolaan arsip.

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia
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Kendala yang kelima dalam pengelolaan arsip yaitu mengoptimalkan SDM.

Penulis memperoleh hasil wawancara dengan Kepala Kantor sebagai berikut :

Kita selalu didik sendiri, dan tidak pernah ada pelatihan kearsipan yang
diselengarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN seperti
diklat arsip.

D. DAMPAK  SISTEM  PENGELOLAAN KEARSIPAN TERBADAP
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABMALUKU
TENGGARA BARAT

Menurut Kotler (sebagai dikutip dalam Fatmala Vingki, 2016) defenisi pelayanan
adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada
pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan
apapun, produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.

Pelayaan merupakan perikalu produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen demi terciptanya kepausan pada konsumen itu sendiri. Lebih lanjut

Mahmudi (sebagai dikutip dalam Fatmala Vingki, 2016) mengatakan pelayanan publik

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peratura

perundang-undang (hal.4).

Sadhana K (2010 ; 131) Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003
tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
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pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep teori pelayanan publik yang disampaikan diatas dapat saya
jabarkan bahwa dalam pelayanan publik pada kantor pertenahan kabupaten maluku

tenggara barat berkaitan dengan pengelolaan kearsipan memiliki dampak yang sangat

besar yang tentunya dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang menikmati pelayanan

tersebut, sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, adapun dampaknya dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 16

Dampak terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kab. MTB

No

Arsip

| Jenis Pelayanan

Pertanahan

Faktor

Dampaknya

Buku tanah || Cek List

N P

l
l
i
€
|

Surat Ukur ' Pengemballan '

E ’ | Batas

;warkah " Informa51

i Pertanahan

b e oAl

e el b Tt m e e = =

Buku tanah tidak tertata’
! dengan rapi (nbmor HM
“ tidak berurutan) buku

tanah tergeletak di sudut:i
' ruangan  arsip,
i arsip  yang  kurang
J kompeten, ruangan yang
ri sempit

petugas

Buku tanah tldak tertata R

di
| ruangan arsip,

yang

. tergeletak
petugas

arsip

kurang

+ dengan rapi, buku tanah

sudut .

' Buku 1 tanah suht
ditemukana, bahkan

? ada buku tanah yang

hilang sehingga
masyarakat di
persulit dengan

ketidak tepatan

waktu yang hanya 1

hari namun bisa

sampai 1 minggu

e e O e e o TT R iV S AR e

Keglatan

-
i

|

i
|
i
|
|
|
1
}
|

pengembalian batas .

tidak berjalan sesuia

dengan waktu yang

kompeten, ruangan yang

semplt

" di tentukan

_‘ Arsxp Warkah dlletakkang [Warkah Sulit
: sudut-sudut ;I ditemukan bahkan

_.’
i
H
|

1
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ada yang hialng
sehingga Masyarakat -
tidak mendapat i

informasi yang jelas

Ars"i.p warkah sulit
ditemukan sehingga
masyarakat yang
bersengketa tidak
mendapatkan
informasi yang jelas
berkaitan dengan
bukti-bukti
kepemilikan hak atas
tanahnya
sebagaimana yang
terdapat pada
dokumen warkah
yan gdi ajukan pada
proses persidangan

sebagai barang bukti

Berbicara mengenai kualitas pelayanan publik dapat dilihat dan Kinerja yang

dilakukan oleh suatu organisasi yang merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sadhana K (2010) menjelaskan beberapa

tolak ukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berkut:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

mengukur efektivitas pelayanan.
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. Kualitas Layanan, yaitu kemampuan dalam kinerja organisasi pelayanan

publik yang memberikan kepuasan pada masyarakat.

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyususun, agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program-program pelayanaﬁ publik sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi

publik itu dilakukan sesuai dengan kebijakan birokrasi.

. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Berkaitan dengan tolak ukur kinerja pelayanan birokrasi atau pelayanan publik

dapat saya kaitkan dengan sistem pengelolaan kearsipan yang terdapat pada kantor

Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain :

Tabel 17
Faktor Penyebab
No Faktor yang harus Faktor kenyataan di | Dampak
dilakukan lapangan |
T. | Penggunaan s:stem Belum menggunakan || Masyarakat dipersulit |
penylmpanan secara tcpat,. beberapa sistem , dengan ad;mya-
atau sering di sebpt.ﬁlmg penyimpanan-arsip sekperti : : ketidak 'tepétan waktu
éistem adalah raﬁg’kaian {1 pada arsip buku tanah, ; dalam hal pelayana
i tata cara yang teratur. | warkah ya.r;g seharusnya 5 pertanahan (berkaltan
menurut suatu pedoman menggunakan sistem ; dcngan produktlﬁtas
tertentu unfuk menyusun penyimpafla géo'grziﬁsr ! dan kuahtas L
ataun menyimpan war_kahf namun kenyataan pelayanan
warkah se}u'ngga _]lkadl !l dilapangan masih terdapat | responsifitas ) '
‘ perfukan dapat dltemukan " |l buku tanah yang tidak | iy
denga.n cepat ' tersusun berdasarkan B ;
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L.
[2.”" Fasilitas kearsipa

memenuhi syarat Fasilitas
disini diartikan sebagai
kebutuhan yang diperlukan
untuk menyelesaikan

pekerjaan dalam suatu

usaha kerja sama manusia.
Fasilitas kearsipan dapat
dikelompokkan menjadi 4
golongan yaitu : (a) Alat-

alat korespondensi ,(b)
Alat-alat penerimaan surat,
(c) Alat-alat penyimpanan
surat, (d) Alat-alat lainnya
seperti kode pokok surat

'Petugas kearsipan yang

memenuhi syarat Untuk

| dapat melaksanakan tugas

i dengan baik, pengelola

il arsip harus memenuhi

! persyaratan seperti

. Memiliki pengetahuan
dibidang kearsipan seperti

! Pengetahuan umum

terutama menyangkut

arsip, Pengetahuan tentang

|

|

i ' masalah surat menyurat dan
|

| organisasi beserta tugas-

i

tugasnya, Pengetahuan

{_.._.____
|

letak geografis

Masth kurangnya fasilitas
pendukung kearsipan,
sepert ruangan arsip yang
sempit, ketersediaan rak,
lemari yang minim
schingga ada beberapa
arsip seperti warkah buku
tanah yang diletakan di
bawah meja dan sudut-
sudut ruangan, dokumen-
dokumen surat masuk dan
keluar di letakan
bertumpuk-tumpuk di atas
meja khusus unutk
dokumen keuangan seprtt
arsip SPM,Lap Keuangan
di masukan ke dalam map
otner dan di beri lebel

" Kantor Pertanahan

Kabupaten Maluku
tenggara Barat hanya
memiliki 1 orang PNS
petugas arsip dan di bantu
oleh 1 orang tenaga
honorer yang tidak
memiliki kecakapan di
bidang kerasipan, dengan
dihadapkan harus
mengelola arsip dengan
volume yang cukup

banyak
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Petugas arsip
mengalami kesulitan
dalam mencari arsip
yang di perlukan
sehingga memeriukan
waktu yang lama
berkaitan dengan
produktifitas dan
kualitas pelayanan

Terjadi keterlambatan
dalam hal pencarian
arsip yang

diperlukan, sehingga

masyarakat

" menunggu begitu

lama

(berkaitan dengan
produktifitas dan

kualitas pelayanan)

102



khusus tentang tata . -

kearsipan

42996.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

e e Bt 8ol e s e

(Sumber : diolah oleh peneliti)
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BABYV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka penulis mengemukakan 3

(tiga) kesimpulan yang berpatokan pada rumusan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini antar lain adalah :

A

Sistem pengelolaan Arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat belum berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan
standar dan peraturan tentang kearsipan hal ini dapat dilihat dari
prosedur pelaksanaan system pengelolaan arsip dengan kondisi yang

ditemui pada saat penelitian antara lain :

1. Penciptaan arsip pada dasarnya terbentuk dari adanya
serangkaian kegiatan berupa pengelolaan surat masuk, surat
keluar, dokumen-dokumen, warkah dan lain-lain prosesnya
dimulai dengan pendaftaran pada buku agenda surat masuk
yang kemudian dimasukan kepada kepala kantor untuk melihat,
mengkaji, memahami intisari dari surat-surat tersebut yang
kemudian nantinya akan di disposisikan berdasarakan tugas
pokok masing-masing seksi, hal ini berbeda dengan penciptaan
arsip pada surat keluar yang belum berjalan dengan baik

dikarenakan sebagan besar surat-surat keluar tersebut tidak
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dicatat pada buku agenda masing-masing seksi terkait yang
mengeluarkan surat tersebut. Kemudian didaftarkan yang
berkaitan dengan pembuatan surat-surat masuk.

Penyimpanan arsip tidak menggunakan beberapa system,
yaitu system abjad, nomor, subjek, khususnya pada arsip surat
masuk sedangkan untuk arsip pelayanan pertanahan seperti
buku tanah, warkah menggunakan system geografis namun
system penyimpanannya belum begitu bagus hal ini dapat
dilihat dari jenis pelayanan pertanahan ceklist sertipikat yang
membutuhkan arsip buku tanah, ceklist sertipikat tanah yang
berdasarkan SOP diselesaikan dalam jangka waktu yang
singkat namun dalam pelaksanaanya proses ceklist sertipikat
tersebut memakan waktu yang lama bahkan berminggu-minggu
dikarenakan petugas sulit mencari arsip buku tanah dari
sertipikat yang tersebut.

Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip belum
berjalan dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya rak arsip
yang belum tersedia, sehingga arsip ditempatkan di bawah meja
dan di atas almari. Pemeliharaan dan perawatan arsip yang
masih belum optimal, banyak juga ditemukan arsip-arsip yang
sudah rusak karena kualitas kertas kurang baik, dimakan rayap
selain itu juga suhu udara tempat penyimpanan arsip yang
belum terkontrol dengan Air Conditioner (AC),

Peminjaman dan pengembalian arsip belum terkontrol

dengan adanya buku kontrol peminjaman arsip dan
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pengembalian arsip yang dapat merekan setiap keluar
masuknya arsip-arsip

5. Penyusutan atau Pemusnahan arsip belum berjalan sesuai
dengan prosedur yang ada mulai dari penilaian arsip, jadwal
retensi, pemindahan , penyerahan arsip, pemusnahan, ada
beberapa tahapan yang dilewati seperti jadwal retensi,

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan arsip pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sering ditemui faktor-
faktor teknis maupun non teknis yang menghambat sistem pengelolaan
arsip yang baik seperti tidak didukungnnya fasilitas yang memadai, tidak
terdapatnya pegawai yang memiliki jabatan funsional sebagai arsiparsi,
sistem keamanan yang belum begitu baik, alokasi dana didalam DIPA
kantor khususnya untuk penanganan arsip belum begitu signifikan.

C. Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari sistem
pengelolaan kearsipan terhadap pelayanan publik dimana masyarakat
masih belum merasakan dampak yang baik dikarenakan beberapa jenis
pelayanan pertanahan ditemui kendala antara lain masyarakat dipersulit
dengan adanya ketidak tepatan waktu khsusnya dalam pelayanan cek list
sertipikat yang berdasarkan SOP harus di selesaikan dalam jangka waktu 1
(satu) hari namun kenyataannya bisa memakan waktu 1 minggu bahkan
ada beberapa arsip buku tanah yang sudah hilang sehingga mempersulit
masyarakat hal ini berkaitan dengan produktifitas, kualitas pelayanan dan

responsifitas.
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B. SARAN/REKOMENDASI

Adapun yang menjadi saran penulis untuk masalah pengelolaan arsip pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terhadap pihak-pihak yang

terkait secara langsung maupun tidak langsung adalah :

1. Dari perpektif sistem pengelolaan kearsipan yang perlu di perbaikan
adalah mengenai konsep sistem penyimpanan arsip karena selama ini
khususnya arsip buku tanah, warkah sangat sulit ditemukan dikarenakan
sistem penyimpanannya tidak tertata dengan baik, maka yang perlu di
perhatikan adalah unfuk buku tanah sistem penyimpanannya harus
menggunakan sistem geografis yang berdasarkan lokasi atau letak
geogrrfis dari buku tanah itu kemudian dimasukuan ke dalama map ordner
dan disusun berdasarkan nomor hak milik dengan volume 50 buku tanah
per 1 (satu) map otner dengan di beri tanda berupa kartu index yang
mencantumlan nomor Hak Milik dan nama desa sehingga jika di perlukan
akan lebih cepat di temukan. Khsus untuk peminjaman arsip harus lebih
diperketat dengan membuat buku kontrol keluar masuknya arsip sehingga
keberadaan arsip bisa diketahui.

2. Dari perspektif sarana-parasarana harus dilengkapt lagi dengan
penambahan filling cabinet befjumlah 5 (lima) buah yang terdiri dari 1-6
laci yang dapat menampung kurang lebih 5.000 (lima ribu) lembar arsip
dan ini diperuntukan untuk meletakan arsip warkah yang diletakan
dibawah meja dan sudut-sudut ruang.

3. Melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai lagi yang tentunya
sudah melewati beberapan tahapan penyusutan/pemusnahan arsip sehingga
tidak terjadi penumpukan, khususnya pemusnahan arsip pelayanan
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pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 arsip yang harus di musnahkan
adalah Warkah-warkah hat tanggungan (hipotik, credit verband) yang telah
dibapuskan hak tanggungannya; Sertifikat hak tanggungan yang telah
dihapus hak tanggungannya; Sertifikat hak atas tanah yang dibuatkan
sertifikat penganti karena ganti blangko atau karena perubahan hak;
Warkah-warkah permohonan perubahan hak milik untuk satuan rumah

tinggal, Warkah-warkah sebagai lampiran pengukuran.

. Dari perspektif anggaran, perlu meninggkatkan anggaran belanja

pemeliharaan kantor khsusnya kearsipan di dalam DIPA Tahun 2017 atau
tahun berjalan yang diperuntukan untuk perluasan ruangan arsip bahkan

penambahan ruangan arsip dengan dilengkapi falitas pendukung.

. Dari perspektif sumber daya manusia, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat harus menjalin kerjasama dengan Pemerintah
Daerah khsusnya dengan Perpustakaan dan Arsip daerah terakit dengan
sistem pengeloaan arsip apakah dengan melaksanakan palatihan bersama,
seminar dan lain sebagainya guna meningkatkan kemampuan, kapabilitas
serta kecakapan di bidang kearsipan, mengingat organisasi induk yakni
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sangat jarang melaksanakan
Diklat/Pelatihan Kearsipan, serta penambahan SDM atau pegawai Honorer

khusus melaksanakan tugas di bidang kearsipan.

. Kedepannya perlu dipikirkan untuk melakukan terobosan-terobosan

mendigitalisasi arsip-arsip berupa peta analog ke peta digitalisasi maupun
melakukan digitalisasi buku tanah maupun surat ukur yang dibuat dalam
satu sistem. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah. Nomor. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pada pasal
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35 ayat 5 berbunyi “secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan
dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik  dan
mikrofilm”. Hal ini dilaksanakan untuk menghemat tempat dan
mempercepat akses pada data yang diperlukan seperti mengdigitalkan
data-data pendaftaran tanah yang dihasilkan, tetapi dalam pelaksanaannya
harus diperhatikan bahwa dokumen yang dihasilkan sebuah Kantor
Pertanahan adalah arsip negara yang sangat penting sehingga prinsip
kehati-hatian harus diperhatikan, karena dengan mengdigitalkan maka
arsip tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang

tidak bertanggung jawab.
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DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

. Kepadatan : Apakah selama ini penyimpanan arsip berupa warkah, buku, tanah, surat
ukut, peta analog, surat masuk/keluar sudah sesuai dengan tempatnya ?

. Kemudahan penremuan kembali : Apakah arsip yang dibutuhkan untuk pelayanan
pertanahan (cek list, roya, ganti blanko dan lain-lain) dapat ditemukan pada tempatnya
dengan tepat waktu yang sesuai dengan prosedur pelayanan pertanahan?

. Kesederhanaan : Apakah dalam penemuan atau pencarian kembali arsip van gdi
perlukan petugas arsip mengalami kesulitan berkaitan dengan sistem penataan arsip?

. Keamanan : Apakah tingkat keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan data arsip
di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah berjalan dengan baik?

. Kehematan : Faktor ini bermaksud bahwa sistem kearsipan harus hemat dalam hal
keuangan dan tenaga kerja. Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Sudah melaksanakan sistem penghematan tersebut dengan dihadapkan volume
arsip beruka warkah-warkah buku tanah yang banyak ?

. Penyimpanan Dokumen : Apakah sistem penyimpanan arsip pada kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah seminimal mungkin khususnya pada arsip-
arsip yang memiliki nilai penting untuk pelayanan pertanahan kedepannya?

. Hambatan/Kendala : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah
dalam sistem pengelolaan Kearsipan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat?

. Tenaga Profesional : Sudah sesuaikah pelaksanaan tugas-tugas yang dikerjakan oleh
petugas kearsipan dengan tugas pokok dan fungsinya ?

. Kepuasan Konsumen : Menurut saudara (pemohon) apakah sudah puas dengan

pelayanan pertanahan saat ini khusnya proses cek list sertipikat?
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PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati sistem pengelolaan
kearipan dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kab.Maluku

Tenggara Barat meliputi :
A Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik dan
non fisik pengelolaan kearsipan dalam rangka peningkatan pelayanan publik

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
B.  Hal- hal yang di observasi dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian

2. Keadaan ruangan arsip

3.  Keadaan sarana dan prasarana ruangan arsip

4.  Keadaan pegawai petugas arsip

5.  Proses pengelolaan kearsipan

6. Kepuasan pemohon terhadap pelayanan pertanahan
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LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara dengan Marulak Togatorop,SH.,MH

Kepala Kantor Pertanahan Kab.MTB

Wawancara I

Tempat : Kantor Pertanahan Kab.MTB, Ruang Kerja Kepala Kantor

P: |iKendala apa saja yang ditemui dalam rangka system pengelolaan kearsipan hal ini
berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor
pertanahan kab.MTB

N || Fasilitas pendukung pengelolaan arsip belum memadai seperti yang dilihat Kantor'
fPertanahan memilik 1 (satw) ruangan arsip yang ukrannya sangat kecil sehingga :
,penataan arsip-arsip buku tanah, surat ukur, warkah sangat padat dan sempit’
|sehingga ada sebagian warkah yang diletakan diluar ruangan arsip, tidak ada

lI‘erlemzt penyimpanan peta yang memadai dan ini juga merupakan masukan untuk '
peningkatan angakaran pengelolaan arsip dalam penyusuan RKAKL untuk DIPA

_tahun anggaran 2017.

’ .szstem pengamanan di kantor ini tidak ada . sa(pam penjaga malam namun sudah di
lengkapi dengan CCTV yang diletakan di sudut gedung kantor terdapat 4 (empat)
titik yang salah satu titik sorot CCTV mengarah pada pintu masuk ruangan arsip.
Yang menjadi kekahwatiran adalah warkah-warkah yang diketakan diluar ruangan

|- arsip, untuk kunci ruangan arsip di pegang oleh Kepala Sub Seksi Peralihan Hak

dan Pembebanan dan PPAT. Untuk keberishan terdapat petugas kebersihan untuk

{ membersihkan ruang arsip.

' Kurangnya tenaga profesonal yakni kurang adanya pegawal bidang kearsipan dan
tidak adanya perekrutan pegawai di bidang kearsipan, jadi saya memanfaatkan
1 Office boy untuk membantu melakukan penataan arsip. Jika menghandalkan
;arsiparis tidak cukup, karena persyaratan dalam arsiparis pegawai negri. Jadi
'.S'efiap tahun  administrasi perkantoran tidak mendapatkan pegawai bidang "
kearwpan Jjika mengharapkan pegawai bidang kearsipan tidak  selesainya
lpekeryaan pengelolaan arsip. Kita selalu didik sendiri, dan tidak pernah ada.
\pelatihan kearsipan yang diselengarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN seperti diklat arsip.

Transkrip Wawancara dengan Aly Muhamad Kapludin,S.Sos

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Wawancara Il

Tempat : Kantor Pertanahan Kab.MTB, Ruang Kerja Kepala Subag TU

{P - il Bagaimana proses atau prOsedur pengelolaan surat masuk ? |

N: r[J‘m'zqu surat masuk sudah sesuai dengan prosedur alur pengelolaannya, dimana setiap surat
‘masuk diterima pada bagian urusan umum untuk di daftarakan pada buku agenda surat
masuk berdasarakan tanggal yang kemudian di msukan ke kepala kantor melalui
.sekretarisnya dengaan melapirkan lembaran disposisi | ___
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Bagaimana proses atau prosedur pengelolaan surat keluar ?

Surat keluar biasanya masing-masing seksi yang telah mendapat disposisi dan
lkepala kantor untuk menindaklanjuti surat-surat masuk, dalam kenyataan adanya
beberapa seksi yang menyerahkan surat tersebut kepada sub bagian tata usaha
.untuk membuat balasan surat tersebut, namun ada juga masing-masing seksi yang )
i membuat surat keluar sendri dengan mengambil nomor pada subbagian tata usaha
E’setelah ditanda tangani maka surat-swat keluar tersebut diserahkan ke kami
' (subbagian tatau wusaha) untuk disalurkan namun sebelumnya surat tersebut
'didaftarakan pada buku agenda surat keluar™

Bagalmana system penylmpanan dokmnen/arélp.surat masuk maupun surat keluar 7

Mas:h ditemui masalah dalam proses penyimpanan baik itu surat masuk dan surat keluar, '

] apalagi untuk surat keluar setelgh surat itu disalurkan keluar seringkali seksi terkait tidak .

{membenkan lampiran/fotocopy surat keluarnya ke bagian umum, sehingga suwaktu-waktu
f diperlukana untuk mecari data akan sulit ditemukan sehingga dicari lagi pada file komputer
untuk diprintkan ulang, sedangkan surat masuk menjadi tanggungjawab seksi-seksi yang '
| mendapat disposisi surat masuk itu, dan kondisi yang anda fihat surat2 tersebut tidak
i' tertata dengan rapi otau tidak disimpan pada map otner kebanyakan diletakan diatas meja

| saja. .

Apakah ada ar51p yang mengallml kerusakan dan faktor benyebab kerusakaan seperti

| apa ?

'Sebagai besar arsip mengalami k kerusakan disebabkan karena kecerobohan petugas’
 itu sendiri contoh peta-peta bidang hasli pengukuran kegiatan Prona ada yang

|: tersobek, terkena percikan air selain itu juga kualitas kertas yang kurang bagus
1 | sehingga warna kertas cepat kusam

Apakah system pemusnahan arsip-atsip sudah sesuai dengan Jadwal tetensmya 9
' Pemusnahan arsip yang dilakukan khsusnya untuk surat-surat masuk maupun keluar
‘yang sudah berusia 5 tahun terkahir dilakukan dengan cara membakarnya, .
isaa’angkan arsip-arsip penting seperti buku tanah, surat ukur, warkah tidak bisa'
' dimusnakan dikarenakan memiliki nilai yang sangat penting dalam pelaksaan sistem
,pelayanan pertanahan di kantor ini, ada juga arsip-arsip seperti surat undangan’
| atau pemberitahuan setelah di disposisikan dan di tindak lanjut biasanya seksi
tersebut langsung memusnakan surat tersebut dengan cara membuangnya di tempat

Iisampah dan dibakar oleh offic boy.

Kendala apa saja yang ditemui dalam rangka pelaksanaan system pengelolaan ar51p?

[Salah satu kendalanya adalah masalah anggaran dimana setiap tahun anggaran
\ada khususnya untuk pengelolaan arsip. anggaran pengelolaan arsip ada,anggaran
perawatan gedung ada, anggaran pemeliharaan arsip ada, tetapi yang sering
| digunakan adalah pemeliharaan arsip berupa pembelian rak atau lemari arsip yang
'di DIPA Kantor untuk pemeliharaan arsip bernilai Rp.9.000.000 (sembilan juta
rupiah) untuk 3 unit rak/lemari dengan harga satuan Rp.3.000.000 (tiga juta’
| rupich), sebenarnya anggara pegelolaan arsip tersebut masih sangat kurang melihat
. kondisi pelayanan pertanahan 4 tahun terakhir khsusnya kegiatan legalisasi aset |
i(J—""RQNA, UKM, Nelayan) hampir 16,000 (enam belas riby) bidang,
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Transkrip Wawancara dengan Michael Man
Plt.Kepala Sub Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak dan PPAT
Wawancara 111
Tempat : Kantor Pertanahan Kab.MTB, Ruang Kerja Kepala Sub Seksi

P: |iBagaimana system peminjam arsip-arsip buku tanah, warkah dalam rangka
penumuan kembali arsip dengan tepat waktu 7

"N || 7idak ada buku kontrol peminjaman terkait dengan keluar masulmya buku ta tanah dan
surat ukur khsusnya pada interan Kantor misalnya dari Seksi Pengukuran dan
| Pemetaan meminjam Arsip Surat Ukur untuk pelayanan pemisahan bidang |
seringkali dipinjam atau diambil dari rungan arsip dan tentunya harus melalui saya !
unutuk dapat membuka ruang arsip. Arsip yang dipinjam tersebut seringkali lupa |
 untuk dikembalikan lagi dan ini sering terjadi, bukan itu saja misalnya warka untuk }
mencari dokumen-dokumen penting jika suatu bidang tanah tersebut diperkarakan 1
1di pengadilan atau ada dalam proses mediasi dimana warkah yang dipinjam titciak!i
terkontorol ini terjadi karena kekurangn tenaga arsip untuk mengontrol proses’
peminjaman ’

1
1
il el e TN -— 2 — — = o

Transkrip Wawancara dengan Dominggus Usmany,A.Ptnh

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Wawancara [V

Tempat : Kantor Pertanahan Kab.MTB, Ruang Kerja Kepala Seksi

[P il Apakah system pemusnahan arsip-arsip sudah sesuai dengan jadwal tetensinya ? |
N~ |{drsip seperti warkah tidak bisa dimusnakan karena sewaktu-waktu apabila aa’aj
| gugatan perkara di pengadilan terkait degan sengekta tanah makan warkahlah yang 1
!btsa menjadi alat bukti yang kuat sebagai bemtuk rekaman dokumen proses'
! pembuatan setipikat karena di dalam warkah terdapat surat pelepasan, kwitansi jual !
Vbeli, risalah panitia pemeriksa tanah, SK pendaftaran Hak dan bukti-bukti prcwesE
pembuatan sertipikat lainnya. Namun pengalaman yang terjadi seringkali kita di
| Seksi Sengekta dan Konflik jika mendapat undangan sidang sengketa Tanah bazki

perdata maupun pidana kita sangat sulit untuk mencari arsip-arsip warkah tersebut. 1

]

b —r— JRE e

Transkrip Wawancara dengan George Lololuan

Masyarakat Pengguna Layanan Pertanahan

Wawancara V

Tempat : Kantor Pertanahan Kab.MTB, Ruang tunggu loket pelayanan

P: |Bagaimana system pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.MTB, ]
| berkaitan dengan akses kemudahan dalam pelayanan public?

N |"Kita dipersulit dengan sIEIEr}z?efayaﬁc;ﬁ‘peffaﬁEhEﬁ}c—z_n-é memakan waktu yc yang.
l.s‘angar lama padahal suda ada layanan 7 Jam seperti baliho yang di pampang di’ I
||depan kantor untuk pelayanan banti balanko, ceklis, roya dan lain-lain, saya .

| pengguna layanan cek list sudah hampir 3 hari belum keluar ceklist saya alasannyaj
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dari petugas loket semntara mencari arsip buku tanah yang sesuai dengan Nomor]i
Hak pada sertipikat saya, sehingga mempersulit dan menghambat saya untuk proses |
selanjutnya S - l

- 1
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